TEKNIS PENYELAMATAN ARSIP  LEMBAGA YANG DIGABUNG
DAN /ATAU DIBUBARKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DIY
PASCA DITETAPKAN PERDAIS NOMOR 3 TAHUN 2015
Oleh Rusidi*
A. Pendahuluan

Sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya Undang - Undang Nomor  13 tahun 2012 tentag Keistimewaan, Pemerintah DIY mengeluarkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Perdais tersebut, di lingkungan Pemerintah Daerah DIY terjadi perubahan kelembagaan. Istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang digunakaan pada Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Nomor 5, 6, dan 7 Tahun 2008, pada Perdais Nomor 3 Tahun 2015 disebut dengan istilah  OPD (Organisasi Perangkat Daerah)

Terdapat beberapa OPD yang dikurangi atau ditambah fungsinya, dan ada beberapa OPD baru yang merupakan gabungan dari beberapa fungsi atau ‘sempalan’ dari SKPD yang lama, seperti Baskeslimas, fungsi linmas dikurangi dan ditambahkan ke Satpol PP. Dinas Perhubungan dan Kominfo menjadi Dinas Perhubungan, dan Dinas Kominfo, dan lain sebagainya. 

Penggabungan dan / atau pembubaran kelembagaan  di lingkungan Pemerintah Daerah DIY tersebut dilaksanakan berdasarkan asas efektivitas pemerintahan, efisiensi, manfaat, akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi, dan pendayagunaan kearifan lokal. 
B. Kelembagaan Pemda DIY  berdasarkan Perda Nomor 5,6,7 Tahun 2008
Pembentukan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 7 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DIY. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY, di Peraturan Daerah DIY dibentuk Sekretariat Daerah Provinsi DIY, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY, di Pemerintah Daerah DIY dibentuk 13 dinas yaitu :

1. Dinas Pertanian

2. Dinas Kelautan dan Perikanan

3. Dnas Kehutanan dan Perkebunan

4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

5. Dinas Kebudayaan
6. Dinas Pariwisata

7. Dinas Sosial

8. Dinas Kesehatan

9. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi

10. Dinas pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

11. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

13. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, di Pemerintah Daerah DIY dibentuk Inspektoat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Pendidikan dan Pelatihan

3. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

4. Badan Lingkungan Hidup

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

6. Badan Ketahanan panangan  dan Penyuluhan

7. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

9. Rumah Sakit Ghrasia

Dengan demikian Jumlah SKPD di Iingkungan Pemerintah Daerah  DIY berdasarakan Peraturan Daerah tersebut Nomor 5, 6, dan 7 keseluruhan adalah  27 SKPD. Dan pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 di DIY  dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY.
C. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY Berdasarkan Perdais Nomor 3 Tahun 2015
Berdasarkan Perdais Nomor 3 Tahun 2015 di lingkungan Pemerintah Dearah DIY terdapat 16 dinas, 10 lembaga teknis, dan 4 lembaga lain, serta ditambah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun perinciannya sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, 

2. Sekretariat DPRD.

3. Bappeda, 

4. Inspektorat, 

5. Satpol PP, 

6. Dinas Kebudayaan. 

7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, 

8. Dinas Pendidikan Pemuda dan  Olahraga, 

9. Dinas  Kesehatan, 

10. Dinas Sosial, 

11. Dinas Perhubungan, 

12. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM, 

13. DPPKA, 

14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

15. Dinas Paiwisata, 

16. Dinas Pertanian, 

17. Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 

18. Dinas Kelautan dan Perikanan, 

19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

20. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menegah, 

21. Dinas Komunikasi dan Informatika. 

22. BKD. 

23. Badan Diklat. 

24. BPAD, 

25. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 

26. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 

27. BLH, 

28. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. 

29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

30. RS Jiwa Grhasia. 

31. RS Paru Respira, 

32. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

33. Kantor Perwakilan Daerah,

34. Sekretariat Parampara Praja,

35. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dari 35 OPD apabila dibandingkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Nomor 5, 6,  dan 7 Tahun 2008 terdapat 5 OPD baru yaitu ;

1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

2. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menegah,
3. Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
5. Sekretariat Parampara Praja

D. BPAD dan Kewajiban Penyelamatan

Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 dinyatakan bahwa  apabila terjadi penggabungan dan/atau pembubaran kelembagaan, maka dokumen atau arsipnya wajib diselamatkan. 

1. Pasal 35 ayat (2)  : “ Dalam hal terjadi penggabungan dan atau/pembubaran suatu SKPD, pemerintah daerah mengambil tindakan untuk melakukan penyelamatan arsip dari SKPD tersebut” 

2. Pasal  35 ayat (3) :  “Upaya penyelamatan arsip dari SKPD sebagai akibat penggabungan dan/atau pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Arsip Daerah  Prov/Kab/Kota sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan tugas”. 
Terkait dengan hal tersebut, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY sebagai lembaga kearsipan di provinsi DIY maka berkewajiban menyelamatkan arsip-arsip miliki OPD yang digabung dan/atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  baik ketentuan dari pemerintah pusat maupun ketentuan dari pemerintah daerah. 
E. Teknis Penyelamatan Arsip
Penyelamatan terhadap arsip milik OPD yang digabung dan / atau  dibubarkan tersebut, di lingkungan Pemerintah Daerah DIY telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengalihan Personil, Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana, serta Dokumen. Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut maka BPAD DIY bergerak untuk melaksanakan penyelamatan arsip.

 
Beberapa OPD yang arsipnya harus di selamatkan adalah OPD yang mengalami perubahan yaitu diantaranya : 
1. Biro Tapem (Bagian Pertanahan)

2. DPUESDM (Bidang Tata Ruang)
3. Biro Administrasi Pembangunan (Urusan kebudayaan dan Subagian Perhubungan)

4. Biro Umum (Bagian Humas)

5. Dinas Perhubungan dan kominfo (Bidang Kominfo)

6. Kesbanglimas (Bidang Linmas)

7. Rs Jiwa Ghrasia (perubahan struktur karena menjadi tipe A)

8. Rs Paru Respira (menjadi  Rumah akit kelas C)
9. PKPMD (Bidang  fasilitasi dan perijinan dihapus)

10. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (ada penggabungan Bidang ketersediaan Pangan dengan bidang distribusi)

11. Kantor Perwakilan Daerah (dari UPT menjadi OPD)
12. Bappeda (Penambahan subbidang dan perubahan nama bidang)

13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Koperasi dan UKM menjadi OPD)

14. Satpol PP (bertambah fungsi Linmas)

15. Setwan ( Perubahan bagian).

16. Dan lain sebaginya
Adapun prosedur dan teknis penyelamatannya  adalah sebagai berikut :
1. Persiapan

Mendata OPD yang mengalami perubahan  baik dalam bnetuk pengurangan fungsi, penambagana fungsi, penggabungan fungsi dan menjadi OPD baru, yanag berubag status seperti dari UPT menjadi OPD atau dari Bidang menjadi UPT atau dari Sub Bidang menjadi Bidang dan lain sebagainya. Pendataan dimaksud untuk menentukan obyek OPD mana saja yang arsipnya harus diselamatkan. Data dimaksud sebagai bahaan pembuatan TOR/Proposal Kegiatan.

Selain mendata OPD yang berubah, juga mengumpulkan dan mempelajari berbagai regulasi terkait dengan penyelamatan arsip, membentuk tim, dan konsultasi ke ANRI.  
2. Rapot Koordinasi

Rapaat Koordinasi dimaksudkan untuk mensosialisasikan dan mendiskusikan tentang pelaksanaan penyelamatan arsip di OPD yang digabung dan / atau dibubarkan. Oleh karena itu yang diundang di Rakoor adalah OPD yang mengalami perubahan. 
Dalam Rakoor dimaksud dijelaskan tentang kebijakan pemerintah terkait kelembagaan, penyelamatan arsip, kewajiban penyelamatan, prosedur penyelamatan, dan teknis penyelamatan arsip.
3. Identifikasi Arsip

Indentifikasi arsip adalah kegiatan mendata arsip yang dimiliki OPD atau unit kerja yang berubah. Identifikasi dilaksanakan dengan menggunakan formulir identifikasi. Arsip yang didata meliputi 3 kelompok yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Dalam rangka untuk mempermudah pelaksanaannya maka ditentukan batasan waktu sebagai berikut ; untuk arsip yang tercipta tahun 2014 dan 2005 dimasukan dalam  arsip aktif. Arsip yang tercipta sebelum tahun 2014 didata dalam formulir arsip inaktif.  Dan arsip tentang aset, keuangan, file pegawai, dll, dimasukan dalam kelompok arsip vital. 

Data arsip aktif meliputi :
a. Uraian Series / berkas,

b. Jenis (kertas, Foto, Film, dll)

c. Kurun waktu

d. Volume (ML, Album, Roll)

e. Kondisi

f. Keterangan

Data arsip inaktif meliputi :

a. Uraian Series / berkas,

b. Jenis (kertas, Foto, Film, dll)

c. Kurun waktu

d. Volume (ML, Album, Roll)

e. Kondisi

f. Keterangan

.

Data arsip vital meliputi :

a. Nomor

b. Uraian Series/ berkas

c. Jenis (kertas, foto, film, dll)

d. Kurun waktu

e. Volume (ML, Album, Roll, dll)

f. Metode Perlindungan, Keterangan)
Pendataan dilakukan oleh arsiparis atau petugas arsip di OPD atau unit kerja yang diubah dan didampingi oleh Tim dari BPAD DIY

4. FGD

FGD Penyelamatan Arsip lembaga yang digabung dan/atau dibubarkan dimaksudkan sebagai wadah pertemuan antara OPD-OPD  yang mengalami perubahan dengan Tim. Forum ini merupakan forum diskusi yang digelar untuk saling tukar pikir dan mengatasi berbagai persoalaan terkait dengan kegiatan pendataan. Dengan forum ini diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul selama pendataan dapat diselesaikan sebelum dilakukan verifikasi dan serah terima arsip. 

5. Verifikasi

Verifikasi adalah kegiatan pencocokan data arsip dengan fisik arsipnya. Verifikasi dilakukan oleh Tim dari BPAD DIY dan juga oleh OPD yang akan menerima penyerahan arsip. 

6. Serah terima

Penyerahan arsip yang disertai daftar arsip yang bersangkutan merupakan tahap akhir dari proyek penyelamatan arsip lembaga yang digabung dan/dibubarkan. Penyerahan arsip dan penandatanganan berita acara diatur sebagai berikut :

a. Arsip aktif diserahkan dari OPD lama kepada OPD yang baru disertai daftar arsip aktif yang ditandatangani oleh pendata atau petugas arsip, dan diketahui  oleh Kepala OPD lama dan Kepala BPAD DIY. Berita acara penyerahan ditandatangani oleh Kepala OPD lama, Kepala OPD baru dan diketahui oleh Kepala BPAD DIY.

b. Arsip inaktif diserahkan dari OPD ke BPAD DIY  disertai daftar arsip inaktif yang ditandatangani oleh Kepala OPD lama dan Kepala BPAD DIY. Berita acara penyerahan ditandatangani oleh Kepala OPD dan Kepala BPAD DIY.

c. Arsip vital diserahkan dari OPD lama kepada OPD yang baru disertai daftar arsip vital yang ditandatangani oleh pendata atau petugas arsip, dan diketahui  oleh Kepala OPD lama dan Kepala BPAD DIY. Berita acara penyerahan ditandatangani oleh Kepala OPD lama, Kepala OPD Baru dan diketahui oleh Kepala BPAD DIY.

F. Penutup

Arsip merupakan bahan pengambilan keputusan maka arsip-arsip yang masih menjadi berkas kerja atau masih digunakan secara langsung dan terus menerus harus ikut kemanapun pemilik pergi.  Arsip juga sebagai bukti perjalanan organisasi dan bukti peristiwa yang telah terjadi maka harus diselamatkan dan dilestarikan  keberadaanya sebagai bukti sejarah dan sumber informasi bagi generasi yang akan datang. 

Oleh karena itu program penyelamatan arsip terhadap lembaga yang digabung dan/atau dibubarkan merupakan program yang harus mendapat dukungan berbagai pihak agar program dapat berjalan  lancar dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  (Rusidi, Arsiparis Madya BPAD DIY)
DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
Undang - Undang Nomor  13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan,
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
Peraturan Daerah DIY Nomor 7 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DIY. 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY,
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY,

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengalihan Personil, Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana, serta Dokumen.
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